
 
 
 

 
 

 
         

 

 
  

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI MALINAU 
  

NOMOR 14 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MALINAU, 

 
Menimbang :  a. bahwa pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten 

Malinau mengoptimalkan penggunaan APBD dengan 

memperioritaskan antisipasi dan penanganan dampak 
penularan COVID-19, alokasi belanja yang disebabkan 
adanya perubahan antara objek/rincian objek belanja dalam 

satu jenis belanja di beberapa Perangkat Daerah serta 
penyesuaian alokasi belanja untuk kegiatan yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK); 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 

ayat (2) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah 
antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 

dan memperioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi 
dan penanganan dampak penularan COVID-19 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai Peraturan Bupati 
Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseraan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dituangkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk 

kelancaran administrasi pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten 
Malinau; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020.  
 
 

Mengingat :........... 
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Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 
 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846);         

 

 
                      9.  Undang-Undang.......... 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 
            15.  Peraturan Pemerintah............ 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
 

                 25.  Peraturan Pemerintah........... 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
27. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485) 

 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non 
pegawai Negeri Sipil, dan penerima pension atau tunjangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6515); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Gaji Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga 
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan 
Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189); 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  Tahun  2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 322); 
 

31. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2019 Nomor 9); 
 
33. Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 8); 

 
                34.  Peraturan Bupati.......... 
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34. Peraturan Bupati Malinau Nomor 50 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2019 Nomor 50). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai 

berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
”Pasal 1 

 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
semula berjumlah Rp. 1.522.770.111.826,64 (berkurang) sejumlah                                  

(Rp. 34.258.996.229,98) sehingga menjadi     Rp.  1.488.511.115.596,66 
dengan rincian sebagai berikut: 

     
1. Pendapatan:   

 

a. semula    Rp. 1.525.770.111.826,64 
 

b. bertambah/(berkurang)   (Rp.      34.258.996.229,98) 

jumlah pendapatan setelah perubahan      Rp. 1.491.511.115.596,66 
 

1) Pendapatan Asli Daerah:    
 
a) semula    Rp.        72.473.031.926,64 

 
b) bertambah/(berkurang)  (Rp.       27.291.505.270,00) 

jumlah pendapatan Asli Daerah  
setelah perubahan Rp.   45.181.526.656,64 

 

2) Dana Perimbangan: 
 
a) semula   Rp. 1.207.766.336.000,00 

 
b) bertambah/(berkurang)   (Rp.     34.070.732.046,00) 

    jumlah dana perimbangan setelah  
 perubahan Rp. 1.173.695.603.954,00 

 

 
 

                    3)  Lain-lain Pendapatan........... 
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3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:    

 

a) semula      Rp.    245.530.743.900,00 
 

b) bertambah/berkurang   Rp.       27.103.241.086,02 
 jumlah lain-lain pendapatan daerah  
 yang sah setelah perubahan Rp.   272.633.984.986,02 

 
    Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
 sejumlah                        Rp.1.491.511.115.596,66 

 
2. Belanja Daerah 

 
a.  Belanja Tidak Langsung 

 

1) Belanja Pegawai: 
 
a) semula   Rp.    533.465.378.863,64 

 
b) bertambah/(berkurang)  (Rp.      16.287.656.631,15) 

jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan Rp.     517.177.722.232,49 

   

2) Belanja Subsidi:  
 

a) semula      Rp.      5.000.000.000,00 
 

b) bertambah/berkurang   Rp.                           0,00 

 jumlah belanja subsidi setelah 
 perubahan Rp.      5.000.000.000,00 

 

3) Belanja Hibah:      
 

a) semula      Rp.     75.439.705.000,00 
 

b) bertambah/(berkurang)   (Rp.       2.458.200.000,00) 

jumlah belanja hibah setelah 
perubahan Rp.      72.981.505.000,00 

                          
4) Belanja Bantuan Sosial: 

 

a) semula    Rp.           2.850.000.000,00 
 

b) bertambah/berkurang   Rp.           1.812.500.000,00 

jumlah belanja bantuan sosial 
setelah perubahan Rp.          4.662.500.000,00 

 
 
 

 
            5)  Belanja Bantuan............ 
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5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada  
Provinsi /Kabupaten/Kota  

dan Pemerintah Desa:    
  
a) semula      Rp.     319.958.997.820,00 

 
b) bertambah/(berkurang)   (Rp.        1.177.963.000,00) 

jumlah belanja bantuan keuangan 
kepada provinsi/kabupaten/kota 
dan pemerintah desa setelah  

perubahan Rp.     318.781.034.820,00 
 

6) Belanja Tidak Terduga: 

 
a) semula      Rp.          2.500.000.000,00 

 
b) bertambah/(berkurang)   (Rp.     118.346.096.464,00) 

  jumlah belanja tidak terduga setelah 

perubahan Rp.     120.846.096.464,00 
  Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
perubahan    Rp.1.039.448.858.516,49 

       
b. Belanja  Langsung 

 
1) Belanja pegawai: 

 

a) semula        Rp.       124.690.822.056,00 
 

b) bertambah/(berkurang)   (Rp.           2.920.044.740,05) 
jumlah belanja pegawai setelah 
perubahan Rp. 121.770.777.315,95 

 
2) Belanja  Barang dan Jasa:  

 

a) semula      Rp.     298.180.918.652,00 
 

b) bertambah/(berkurang)   (Rp.      98.677.961.771,75) 
jumlah belanja barang dan jasa 
setelah perubahan Rp. 199.502.956.880,25 

         
3) Belanja Modal:        

 
a) semula      Rp.      160.684.289.435,00 

 

b) bertambah/(berkurang)   (Rp.       32.895.766.551.03)  
jumlah belanja modal setelah 
perubahan Rp. 127.788.522.883,97 

 
 Jumlah Belanja Langsung setelah  

perubahan  Rp.       449.062.257.080,17 
Jumlah Belanja setelah perubahan   Rp.    1.488.511.115.596,66 
 

Surplus/(Defisit)             Rp.          3.000.000.000,00 
 

 
           3.  Pembiayaan Daerah............ 
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3. Pembiayaan Daerah  
 

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 
 
1) Penyertaan Modal (Investasi)  

 Pemerintah Daerah: 
 

a) semula   Rp.        3.000.000.000,00 
 

b) bertambah/berkurang  Rp.                             0,00  

jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
setelah perubahan   Rp.         3.000.000.000,00 

 

2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
  Tahun Anggaran Sebelumnya: 

 
a) semula     Rp.     3.000.000.000,00 

  

b) bertambah/berkurang   Rp.                             0,00 
jumlah Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya   

setelah perubahan    Rp. 3.000.000.000,00 
 

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  Rp. 3.000.000.000,00 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp.        0,00 

 

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
”Pasal 2 

 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

 
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
” Pasal 3 

 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
”Pasal 5 

 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundang-undangan. 

 

 
 

Pasal II.......... 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 
 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal  10 Agustus 2020. 
 

BUPATI MALINAU 
 
 

 
  

YANSEN TP 
 
Diundangkan di Malinau 

pada tanggal 10 Agustus 2020. 
 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

 
 
ERNES SILVANUS 

 
BERITA DAERAH  KABUPATEN  MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 14. 


